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Kondisi geografis suatu negara adalah faktor utama untuk
dapat menentukan bagaimana bangsa itu mempersiapkan
dan mendesain sistem pertahanan negaranya, sehingga
mampu menangkal segala bentuk ancaman terutama
ancaman militer yang berupa invasi, agresi atau infiltrasi.
Di dunia ini paling tidak ada tiga kategori bentuk negara
bila ditinjau dari aspek geografis maupun topografis.
Pertama, bentuk negara yang bersifat continental solid
country, yaitu negara yang berupa seluruhnya daratan solid
seperti Swiss, Mongolia, dan lain-lain. Kedua, negara yang
bersifat coastal country, seperti negara pantai Chile, Ar-
gentina, dan lain-lain. Ketiga, negara yang bersifat archi-
pelago country (negara kepulauan yang bisa memanjang,
melingkar, atau mengelompok dan dikelilingi lautan seperti
Jepang, Philipina dan lain-lain). Indonesia termasuk negara
kepulauan yang melebar dan memanjang dari Sabang hingga

Merauke.

Negara Kepulauan Indonesia
disebut pula sebagai “Benua
Kepulauan” yang konon dika-
tagorikan sebagai negara kepu-
lauan terbesar di dunia (The En-
cyclopedia of Britanica, 1974).
Mempertahankan negara kepu-
lauan, walaupun banyak pilihan
strategi dan taktik, akan lebih
sulit bila dibandingkan dengan

negara yang bersifat daratan so-
lid, sebab kemungkinan corong
dan celah yang dapat digunakan
sebagai jalan pendekat bagi la-
wan relatif terbuka. Kajian yang
mendalam baik secara teoritik
maupun empirik dibutuhkan
untuk menentukan pilihan stra-
tegi yang tepat bagi Indonesia.
Dengan dilandasi UUD RI

*)  Alumni S2 Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana UGM.

15



16 Jurnal Ketahanan Nasional, XIV (3), Desember 2009

1945 pasal 30 ayat 2 yakni: “usa-
ha Pertahanan dan Keamanan
Negara dilaksanakan melalui
Sistem Pertahanan dan Keaman-
an Rakyat Semesta (Sishankam-
rata) oleh Tentara Nasional In-
donesia dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, sebagai ke-
kuatan utama dan rakyat se-
bagai kekuatan pendukung”,
maka implementasi Sishankam-
rata akan jauh lebih efektif dan
handal apabila dapat diterapkan
konsepsi strategi kompartemen-
tasi wilayah.

Strategi pembangunan ko-
mando pertahanan kewilayahan
seperti yang ada sekarang masih
perlu disempurnakan menjadi
komando wilayah pertahanan
atau komando daerah militer
yang diperkuat dan disebar di
seluruh wilayah Indonesia. Hal
ini dilakukan selama bangsa In-
donesia belum memiliki kemam-
puan yang cukup seperti nega-
ra-negara maju untuk dapat
memproyeksikan kekuatan TNI
ke seluruh wilayah tanah air de-
ngan tanggap, cepat dan efektif.

Pemahaman tentang kompar-
tementasi wilayah pertahanan
pada hakikatnya adalah suatu
cara mempertahankan negara
dengan membagi wilayah na-
sional secara strategis ke dalam
komando-komando pertahanan
di daerah, di bawah kepemim-
pinan komando tertinggi di ting-
katnasional.

Paling tidak terdapat dua fak-
tor yang mempengaruhi pan-
dangan dan perbedaan cara ber-
fikir orang yang berkembang
akhir-akhir ini tentang keber-
adaan Koter. Pertama, faktor efo-
ria reformasi yang berlebihan,
yang cenderung tak terkendali.
Kedua, pengadopsian sistem
demokrasi yang dilematis dalam
mencari bentuk yang cocok di In-
donesia. Ada anggapan bahwa
di Indonesia tidak bisa disama-
kan dengan negara demokrasi
lainnya (Saldi Isro’, 2008). Sistem
demokrasi itu sendiri tentu tidak
salah; bahkan sudah menjadi
kesepakatan bangsa Indonesia
untuk memilih sistem ketatane-
garaan yang demokratis dan
meninggalkan sistem ketatane-
garaan yang otokratis, seperti
yang dianut orde baru di masa
lalu. Namun, reformasi haruslah
kembali pada hakikatnya, yakni
mengganti yang salah, memper-
baiki yang keliru dan lebih me-
nyempurnakan yang sudah baik.
Semua tidak perlu dimusnahkan
dan diganti dengan yang baru,
karena sistem yang baru itupun
belum diuji keandalannya. Re-
formasi di tubuh Departemen
Pertahanan (Dephan) dan Ten-
tara Nasional Indonesia (TNI)
sudah dilakukan sejak keluarnya
TAP MPR No. VI dan No. VII
tahun 2000 dengan dimulainya
pemisahan institusi TNI dan Pol-
ri. Kedua aparat ini dikembali-
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kan kepada proporsionalitas de-
ngan profesionalisme masing-
masing fungsi.

Secara umum, TNI difungsi-
kan sebagai instrumen negara
yang berperan dalam bidang per-
tahanan negara dan Polri se-
bagai alat negara yang berperan
memelihara keamanan dan pe-
negakan hukum. Bertolak dari
tataran perundang-undangan,
reformasi Sistem Pertahanan
Negara dan kedudukan TNI/
Polri dikukuhkan dengan Un-
dang-undang No. 3/Th. 2002
tentang Pertahanan Negara Re-
publik Indonesia, Undang-un-
dang No. 2/Th. 2002 tentang
Kepolisisn Negara Republik In-
donesia dan Undang-undang
No. 34/ Th 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia (TNI). Pernah
terjadi perdebatan yang cukup
keras tentang pasal 8 dan pasal

11 dalam RUU tentang TNI, an-

tara lain yang datang dari se-
bagian elit politik dan kelompok
masyarakat yang mengkhawa-
tirkan keberadaan TNI di jajaran
komando kewilayahan atau
dikenal sebagai komando terito-
rial (Koter). Koter tersebut yaitu,
Komando Daerah Militer (Ko-
dam), Komando Resort Militer
(Korem) dan Komando Distrik
Militer (Kodim) sampai dengan
Komando Rayon Militer (Ko-
ramil) dan Babinsa (Bintara Pem-
bina Desa).

Di masyarakat, perdebatan

itupun semakin meluas. Media
masa, Lembaga Swadaya Masya-
rakat (LSM) dan Non Goverment
Organisation (NGO) serta bebe-
rapa anggota DPR RI terus mem-
persoalkan keberadaan Koter
(Kodam, Korem, Kodim, Kora-
mil dan Babinsa) sebagai lemba-
ga TNI-AD di semua daerah
yang dianggap sudah tidak rele-
van lagi. Menurut pendapat
Harold Crouch, bahwa muncul-
nya istilah pembinaan teritorial
dalam RUU TNI saat itu dinilai
merupakan salah satu alat strate-
gi TNI yang ingin kembali mem-
perluas dan membangun hege-
moni di domain politik, sampai
ke tingkat yang paling rendah
yaitu kelurahan atau desa. Hal
ini termasuk salah satu bentuk
politicking TNL TNI yang kata-
nya sudah mereformasi diri teta-
pinyatanya tidak ada perubah-
an dan masih seperti zaman
orde baru. Menurut Crouch, In-
donesia sebagai negara kepu-
lauan membutuhkan kekuatan
udara dan laut yang kuat, untuk
kepentingan pertahanan. Arti-
nya, ancaman terhadap Indone-
sia tidak saja berasal dari darat
tetapi juga dari laut dan udara
(Harold Crouch, ANU, 2004).
Agus Widjoyo berpendapat
bahwa peran apa pun yang
diberikan kepada TNI haruslah
konsisten dengan amanat konsti-
tusi, yakni sebagai instrumen
pertahanan nasional. Bila ko-
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mando teritorial (Koter) diberi-
kan peran dan kemampuan
dalam fungsi pertahanan, maka
dapat dilihat sebagai gelar
kekuatan dalam pertahanan na-
sional. Kalau ini yang terjadi,
maka Koter tidak mempunyai
kewenangan untuk menjangkau
ke wilayah sumber daya nasio-
nal yang berstatus sipil di masa
damai. Tetapi apabila tugasnya
memiliki kewenangan yang sa-
ngat luas, melampaui lingkup
dan batas fungsi pertahanan se-
perti pada masa lalu ketika Ang-
katan Bersenjata Republik Indo-
nesia (ABRI) di bawah doktrin
Dwi fungsi, maka itu tidak betul.
Seharusnya komando teritorial
saja yang berperan pada bidang
pertahanan dan keamanan,
selebihnya tidak mempunyai ke-
wenangan untuk menjangkau
menangani sumber daya yang
berstatus sipil (Agus Widjoyo,
Media Indonesia, 2004). _
Pemahaman tentang pembi-
naan teritorial harus dilihat se-
cara komprehensif atas pende-
katan : pertama, hakikat pembi-
naan teritorial sebagai pembi-
naan sumber daya manusia; ke-
dua, kewenangan pada setiap
tingkat keadaan bahaya yang
akan memberi kewenanganyang
berbeda bagi TNI dan pemerin-
tah sipil; ketiga, sesuai kaidah
demokrasi seperti diamanatkan
oleh konstitusi. Konsistensi an-
tara sistem politik demokrasi se-

bagaimana yang diamanatkan
oleh konstitusi dimaksudkan
agar dapat memberikan perlin-
dungan hukum bagi setiap pra-
jurit TNI. Oleh karena itu, tugas
apapun yang diberikan oleh
bangsa, tidak terjebak dalam wi-
layah pelanggaran hukum. Jadi
pembinaan teritorial tidak hadir
sebagai fungsi organik yang me-
lekat pada TNI, tetapi menjadi
fungsi organik ketika TNI men-
jadi penguasa pemerintahan da-
rurat militer atau darurat perang.
Dalam keadaan damai, fungsi
tersebut tetap merupakan fung-
si dari pemerintahan sipil.

Lain lagi pendapat Munir dan
Rachland Nursidik, yang me-
minta untuk segera menarik
RUU TNI dan menyerahkan ke-
pada DPR Rl yang akan datang.
Munir mengatakan bahwa sam-
pai saat ini Indonesia tidak pu-
nya satupun Undang-undang

yang menyangkut Komando Te-

ritorial (Koter). Mengapa tidak
pernah diatur? Karena Koman-

_do Teritorial sifatnya operasi mi-

liter yang bukan berbentuk struk-
tur organisasi, sehingga bisa di-
ganti berdasarkan peraturan
yang berubah atau berdasarkan
pada orientasi pertahanan yang

- baru. Sementara itu menurut

RUU TN, peran tersebut digeser
kearah permanen operasi militer
untuk perang, dan operasi mi-
liter selain perang melalui kepu-
tusan Presiden. Sedangkan ope-
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rasi teritorial tanpa Kepres, arti-
nya TNI bisa melakukan operasi
tanpa Keputusan Presiden apa
pun. Operasi di daerah bisa
mengatas namakan operasi teri-
torial (Munir, Imparsial, 2004).
Kelompok Petisi 50 dan GRM
menilai bahwa keberadaan Ko-
ter mulai dari Kodam, Korem,
Kodim, Koramil sampai dengan
Babinsa merupakan pembo-
rosan. Pasalnya struktur Koter
menempatkan pasukan di Ko-
dam jumlahnya hingga puluhan
ribu, tetapi penggunaannya sa-
ngatsituasional. Struktur terito-
rial ini berpotensi pula untuk
mendorong ikut campurnya mi-
liter dalam kehidupan politik se-
bagaimana terjadi pada masa
Orde Baru dahulu (Kelompok
Petisi 50, GRM dan HMI, Kompas,
24 Agustus 2004).

‘Kalangan DPR R, terutama
dari Fraksi Kebangkitan Bangsa
(FKB) dengan lantang menolak
fungsi teritorial karena fungsi itu
di luar tugas utama TNI dan
menganggap adanya Koter se-
bagai bagian alat politik pengua-
sa. Netercin Do Menino Jesus
Osorio Soares (F. PG) juga meno-
lak kata Komando atau Pembi-
naan teritorial dan diganti de-
ngan fungsi teritorial karena hal
itu tetap mempunyai potensi oto-
riter. Bilamana fungsi teritorial
itu tidak dihapuskan, maka FKB
akan membuat RUU TNI tan-
dingan yang substansinya antara

lain mengusulkan adanya ko-
mando daerah pertahanan se-
bagai pengganti nama Komando
Teritorial yang secara integratif

" melibatkan seluruh angkatan,

menggantikan komando kewi-
layahan atau Koter yang terke-
san hanya mengedepankan TNI
- Angkatan Darat (Efendy
Choirie, FKB, 2004).

Keadaan Korem 121/ ABW di
Kalimantan Barat

Propinsi Kalimantan Barat
merupakan propinsi terluas ke-
empat di Indonesia, dilewati garis
katulistiwa, terletak pada posisi
silang berbatasan dengan Alur
Laut Kepulauan Indonesia
(ALKI-I), sehingga sangat me-
mungkinkan untuk dapat men-
jadi pintu gerbang Indonesia di
bagian utara menuju Kawasan
Pasifik dan mengakses semua
perdagangan nasional dan inter-
nasional. Propinsi Kalimantan
Barat dijuluki Propinsi “Seribu
Sungai” karena memang banyak
sungai besar dan sungai kecil,
dan berbatasan darat dengan
Malaysia Timur.

Penduduk Kalbar berjumlah +
4,7 juta jiwa (2008) dengan luas
wilayah 166, 807 km? dengan
panjang perbatasan darat 876
km dari barat ke timur dan ter-
dapat 64 lokasi jalan lintas batas
yang masih mengandung ba-
nyak kerawanan.

Masyarakat heterogen di Kal-
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bar terdiri dari suku dayak (suku
darat) + 35% dari jumlah pen-
duduk, suku melayu + 25% dan
selebihnya terdiri dari suku Cina
dan suku-suku pendatang seperti
suku Jawa, Madura, Bugis, Mi-
nang dan lain-lain.

Dalam proses reformasi dan
demokratisasi, hampir semua
"Pilkada, Pemilu dan Pilkades te-
lah dapat berjalan lancar, walau-
pun masih ada friksi-friksi kecil
yang masih bisa diredam. Pelak-
sanaan otonomi daerah belum
optimal termasuk daerah kabu-
paten pemekaran baru, karena
sumber-sumber pendapatan asli
daerah relatif belum bisa di-
kembangkan untuk dapat mem-
‘beri kontribusi kepada pemba-
ngunan daerah.

Pengelolaan sumber kekayaan
alam (SKA) belum optimal, se-
mentara itu illegal logging, min-
ing dan penyelundupan perda-
gangan terus terjadi. Kekuatan
pasukan TNI dan Polri yang ber-
tugas di pedalaman dan per-
batasan kurang didukung de-
ngan sarana dan prasarana ope-
rasi yang memadai, sehingga
mobilitas dan efektifitas tugas
masih perlu ditingkatkan.

Unsur-unsur aparat birokrasi
dan instansi sipil yang bertugas
di daerah pedalaman dan per-
batasan seperti bea cukai, imi-
grasi, kehutanan, perkebunan,
peternakan dan lain-lain masih
dirasakan kurang optimal, teru-

tama dalam upaya meningkat-
kan taraf hidup rakyat. Pemda
Kalbar telah membangun satu
lembaga border development cen-
ter (BDC) yang bertugas untuk
merencanakan dan mengawasi
pelaksanaan pembangunan dae-
rah perbatasan.

Perekonomian Kalbar relatxf
cepat berkembang, terutama
daerah perkotaan, pantai, pesi-
sir utara dan daerah industri
kayu, karet, kelapa sawit. Kema-
juan daerah kota dan pantai
tersebut masih belum bisa diim- -
bangi oleh kemajuan daerah pe-
dalaman yang sumber kekayaan

-alamnya relatif melimpah.

Budaya masyarakat sangat
plural, di samping adat istiadat
dari suku-suku yang masih kuat,
juga penetrasi adatistiadat suku
pendatang cukup berpengaruh.
Pluralitas suku dan peradaban
tersebut terbukti mampu men-
dorong dan mengangkat derajat
kehidupan baik di daerah pan-
tai maupun pedalaman. Struktur
organisasi pemerintahan di Kal-
bar telah berkembang positif, dari -
semula hanya 7 kabupaten se-
karang menjadi 10 kabupaten.

- Dahulu hanya ada satu kota-

madya, sekarang bertambah satu
kota administratif (Kotif) Sing-
kawang. Sepuluh kabupaten ter-
sebut adalah kabupaten Sambas,
Bengkayang, Pontianak, Lan-
dak, Sanggau, Sekadau, Sintang,
Melawi, Kapuas Hulu dan Keta-
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pang. Sedangkan 2 kota tersebut
adalah Kotamadya Pontianak
sebagai ibukota propinsi dan ko-
tif Singkawang. Seluruh daerah
ini terbagai dalam 147 keca-
matan dan 1.448 desa/kelurah-
an. Secara umum, daratan Kal-
bar sama dengan 7,6% daratan
nasional, sebagai propinsi terluas
nomor 4 di Indonesia.

Permasalahan yang menonjol

bagi Kalbar yaitu : Pertama, ber-
kaitan dengan batas wilayah RI-
Malaysia, Di Kalbar masih terda-
pat 5 titik lokasi yang belum
dapat diselesaikan oleh peme-
rintah kedua negara. Selain itu,
juga masalah patok batas dan
penggunaan mata uang asing
sebagai alat transaksi.

Kedua, kesenjangan sosial
antara masyarakat pedalaman
dan perbatasan, terutama de-
ngan masyarakat Serawak.
Rakyat Kalbar baru sampai 700
USD income percapita, sedang
rakyat Serawak sudah 4.000
USD. Tampak jauh sekali perbe-
daan taraf hidup, ekonomi dan
budayanya. Inilah satu hal yang
amatmemprihati

Ketiga, masalah mfrastruktur
di pedalaman dan perbatasan
masih amat terbatas dan belum
mampu menjangkau ke daerah-
daerah potensial sumber eko-
nomi karena ketiadaan jalan,
jembatan, listrik dan alat komu-
nikasi.

Keempat, eksploitasi sumber
alam terutama kayu dan hasil
hutan yang belum bisa diaman-

kan dan dikendalikan oleh apar-
at di daerah.

Ditinjau dari struktur organ-
isasi sebagai salah satu unsur
komando teritorial di bawah
Kodam VI/Tanjungpura, Korem
121/ ABW relatif sudah mapan
dan kuat. Korem ini memiliki 7
Kodim yaitu Kodim 1201/Men-
pawah, Kodim 1202/Sambas,
Kodim 1203/Ketapang, Kodim
1204/Sanggau, Kodim 1205/Sin-
tang, Kodim 1206/ Putusibau
dan Kodim 1207 /Kodya Ponti-
anak. Masing-masing Kodim
membawahi 15-20 Koramil. Di
samping itu, Korem juga men-
gendalikan satuan tempur beru-
pa Brigif 19, Yonif 641/ BH, Yonif
642/K, Yonif 643 /WS dan Yonif
644/Kt. Unsur-unsur bantuan
tempur seperti Yon Kav, Yon
Armed 105 dan Zeni tempur siap
digerakkan. Unsur-unsur du-
kungan operasional seperti zeni
konstruksi, perbekalan, angkut-
an, kesehatan, polisi militer, ke-
hakiman, peralatan dan lain-lain
telah tersusun di dalam tata or-
ganisasi serta daftar susunan
personil dan peralatan yang rela-
tif solid.

Kondisi personil pada umum-
nya telah terpenuhi 93% dari
TOP/DSPP, tetapi dari sudut
kualitas dievaluasi hanya menca-
pai 73%. Kondisi perkantoran,
markas, asrama dan perumahan

-prajurit masih relatif mempri-

hatinkan, terutama perumahan

~ prajurityang sudah banyak tidak

layak huni.
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Gambar 2.3
Disposisi dan dislokasi Korem & Kodim se Kodam VI/TPR

Kondisi alat utama sistem sen-
jata (Alutsista) secara kuantita-
tif terpenuhi 100% terutama sen-
jata perorangan, tetapi kualitas-
nya hanya tercatat 55% karena
banyak senjata yang sudah usia
tua.

Dilihat dari sudut kesiapan
operasional, Korem 121/ ABW
melaksanakan 2 (dua) kegiatan
pokok, yakni pembinaan terito-
rial dan operasi pengamanan
perbatasan. Kegiatan pembinaan
teritorial (Binter) dititik beratkan
pada penanaman kesadaran bela

negara bagi seluruh rakyat Kal-
bar. Kegiatan ini penuh tantan-
gan, terutama pengaruh negara
tetangga dan kondisi kemiskinan
dan kebodohan di sementara
daerah pedalaman. Sosialisasi
dan aktualisasi nilai-nilai ideolo-
gi Pancasila, sikap bela negara
dan semangat mempertahankan
tanah air menghadapi kendala
yang berat. Walaupun kerjasama
dengan Pemda cukup baik, teta-
piapabila masalah kesejahteraan
sosial belum tercukupi, seperti
lapangan kerja, pendidikan dan
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Sumber : Mabes TNIAD

Gambar 2.4
Dislokasi Satpur & banpur Kodam VI / TPR

kesehatan, niscaya upaya terse-
but akan tidak optimal.

Dalam hal pengamanan per-
batasan (Pamtas) seperti telah
diuraikan di atas bagi TN1/Polri
dan instansi terkait lainnya ma-
sih menghadapi kendala, teruta-
ma anggaran pembangunan bagi
sentra-sentra ekonomi belum
mampu tumbubh, aksi-aksi pene-
bangan liar dan penyelundupan
barang masih terjadi, termasuk
penyelundupan Tenaga Kerja
Indonesia ke Serawah dan Ku-
ching.

Berkaitan dengan anggaran
pembangunan dari Dephan un-
tuk membangun pos penjagaan
perbatasan dan pos lintas batas
ternyata belum seluruhnya ter-
dukung, akibatnya bagi prajurit
TNI yang patroli dan menjaga
pos-pos lintas batas belum dapat
terpenuhi sarana penunjang ope-
rasinya. Ditinjau dari upaya
pembinaan kekuatan, Korem
121/ ABW telah memiliki sistem
regenerasi yang sistemik dan ber-
kelanjutan, cukup terencana, ter-
arah dan berkesinambungan.
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Kekuatan personil, materiil, dan
persenjataan terpelihara dengan
baik, walaupun dengan kondisi
kualitas sarana pendukung yang
kurang memadai.

Segi pembinaan kemampuan,
terutama kemampuan tempur,
intelijen, Binter dan dukungan
telah dipelihara dengan baik,
melalui pendidikan di daerah
atau di pusat serta latihan-latih-
an yang kontinyu.

Kemampuan intelijen sangat
diperlukan untuk tugas-tugas di
daerah Kalbar, mengingat an-
caman musuh secara terselubung
masih cukup membahayakan
negara. Infiltrasi dan subversi
dari fihak asing masih mungkin
dapat masuk ke wilayah Kalbar
dengan tujuan untuk mengu-
rangi peran pemerintah dan
memperbesar kesempatan bagi
pelaku-pelaku kejahatan illegal
logging, mining, fishing dan lain-
lain.

Dalam hal kesiapan opera-
sional, Korem 121/ ABW bersa-
ma dengan satuan TNI lain dan
Polri pada dasarnya telah mam-
pu menangani masalah-masalah
prinsip, yaitu menjaga kedaulat-
an dan pengamanan perbatasan,
namun masih perlu dukungan
anggaran yang memadai untuk
melengkapi peralatan dan sara-
na-sarana lainnya.

Optimalisasi pemberdayaan
wilayah pertahanan

Sasaran yang ingin dicapai
dalam rangka pemberdayaan
wilayah adalah terciptanya ke-
tahanan daerah yang semakin
kuat, sehingga dapat mewujud-
kan daya tangkal (deterrence func-
tion) daerah terhadap berbagai
bentuk ancaman. Untuk dapat
mewujudkan ketahanan daerah
tersebut paling tidak ada 3 (tiga)
aspek penting yang harus dita-
ngani, yakni ketahanan bidang
ekonomi, ideologi-politik dan
keamanan. Pemerintah daerah
wajib memprioritaskan ketiga
aspek pembangunan tersebut
agar selaras dan seimbang. Pem-
bangunan kesejahteraan harus
sejalan dengan pembangunan
bidang pertahanan dan ke-
amanan agar resultante kedua-
nya memiliki sinergi timbal ba-
Lik.

Pembangunan ekonomi rak-
yat Kalbar harus dapat meng-
arah kepada swa- sembada pa-
ngan, dan bila perlu Kalbar
harus mampu mengekspor hasil-
hasil pangannya ke daerah lain
atau bahkan ke luar negeri.
Daerah ini sangat memungkin-
kan untuk dikelola, karena po-
tensi sumber kekayaan alamnya
cukup besar. Kemantapan ideo-
logi dan nasionalisme Kalbar
harus dibina ke arah lebih men-
cintai negeri sendiri dan tidak
berorientasi ke negeri tetangga.
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Hal ini penting ditekankan kare-
na pengaruh Malaysia amatkuat
dan memiliki akses yang luas dari
berbagai sudutyang dapatmeru-
sak jati diri dan nasionalisme In-
donesia.

Demikian pula pembangunan
aspek pertahanan dan keaman-
an untuk mendukung pemba-
ngunan daerah harus dapat
dipelihara dan dikendalikan se-
cara efektif dan berlanjut, dan
tidak memberi peluang kepada
niat-niat lawan untuk meng-
ancam di perbatasan atau mem-
pengaruhi rakyat untuk mem-
bangkitkan ide separatisme.

Daya tangkal daerah akan
muncul dengan sendirinya ma-
nakala kondisi kesejahteraan
rakyatnya terjamin, “rakyat se-
jahtera, negara kuat” (Sayidiman
S, 2007). Pemerintah daerah ber-
sama unsur-unsur TNI/Polri dan
aparat pemerintah lainnya akan
semakin dapat memantapkan
diri, untuk bersama-sama mela-
wan segala bentuk gangguan
dan ancaman yang akan dapat
menghancurkan daerahnya.
Konsep strategis ini akan bisa ter-
wujud apabila pemerintah dae-
rah, unsur-unsur birokrasi dan
aparat keamanan di daerah
mampu menjabarkannya dalam
langkah-langkah nyata dan ter-

‘tuang di dalam bentuk program
pembangunan jangka pendek,
sedang dan jangka panjang.

Dalam rangka implementasi
konsepsi strategis di atas, maka
langkah-langkah nyata pemerin-
tah daerah bersama-sama TNI/
Polri yang perlu ditempuh ada-
lah pertama, membangun dan
mengembangkan daya tangkal
daerah dengan titik berat pada
pembangunan bidang ekonomi.
Kedua, upaya mengembalikan
soliditas penduduk dengan mem-
perkecil atau meniadakan konflik
horizontal antara suku dan ke-
lompok. Ketiga, penjagaan dan
pengamanan perbatasan harus
semakin kuat. Secara lebih imple-
mentatif dan optimis dirinci se-
bagai berikut: pertama, mencip-
takan daya tangkal daerah. Kon-
disi geografis, demografis dan
psikologis masyarakat Kalbar
masih menghadapi infrastruktur
yang tidak memadai. Kondisi ini
akan berakibat pada melemah-
nya ketahanan daerah karena
kesenjangan sosial dan perbe-
daan taraf hidup yang mencolok.
Kesadaran bela negara dan pe-
mahaman tentang falsafah hi-
dup Pancasila menjadi cende-
rung kurang diminati dan dipan-
dang tidak perlu lagi.

Bagi masyarakat pedalaman
yang hunian antar kampungnya
terpisah oleh gunung, sungai,
rawa dan lembah merasa yang
terpenting bagi mereka adalah
bisa makan dan mencari lapang-
an kerja untuk hidup. Masyara-
kat mempertahankan hidup dari
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sumber-sumber alam dan beker-
ja di perkebunan atau peter-
nakan yang ada disekitar tempat
tinggalnya.

Daya tangkal wilayah bisa
terwujud apabila ekonomi, kese-
jahteraan, lapangan kerja dan
semua kebutuhan hidup tercu-
kupi. Rakyat akan rela berkor-
ban demi mempertahankan dae-
rah dan kampung halamannya
apabila daerah itu memang da-
patmemberikan kehidupan yang
memadai. Mereka akan sanggup
menghadapi gangguan dari pi-
hak-pihak mana pun. Rakyat
juga akan bersedia membangun
infra struktur dan mengembang-
kan pusat-pusat kemajuan bagi
daerahnya asalkan pemerintah
mendukung dan mampu mem-
biayai kebutuhan minimal di se-
tiap desa-desa atau kota-kota
kecil di pedalaman. Di sini pe-
ranan APBD sangat diperlukan,
terutama distribusi dan penye-
baran pembangunannya. Daya
tangkal wilayah pada hakikat-
nya mencakup dua aspek, yakni
aspek fisik dan non fisik. Aspek
fisik sudah barang tentu terkait
dengan pembangunan kekuatan
fisik, baik manusianya, sumber
penghidupan, maupun pranata
sosial lainnya.

Untuk mewujudkan daya
tangkal daerah, maka harus di-
mulai dari upaya pemberdayaan
ekonomi rakyat. Tanpa kehi-
dupan yang layak dan penuh

kesejahteraan, mustahil rakyat
bersedia mempertahankan dae-
rahnya. Pembangunan ekonomi
rakyatmemang telah dirintis dan
dikembangkan sejak berpuluh-
puluh tahun yang lalu, tetapi se-
bagaimana kenyataan yang da-
pat diamati dan diteliti bahwa
hampir 60% rakyat pedesaan
dan pedalaman masih banyak
yang hidup dalam keterbela-
kangan dan kemiskinan. Kema-
juan pesat terlihat hanya di dae-
rah-daerah perkotaan dan dae-
rah pantai Kalbar. Pembangunan
infrastruktur daerah sebagai
wahana dan pendorong kema-
juan pembangunan ekonomi be-
lum menunjukkan kemajuan
yang signifikan. Ada 3 hal pen-
ting dalam upaya mengembang-
kan simpul-simpul wilayah pem-
bangunan untuk menunjang
bangkitnya loyalitas dan pereko-
nomian rakyat, yakni pertama:
pembangunan pasar; kedua,
memperbanyak sekolah (SD,
SMP, SMA dan lain-lain); ketiga,
aktualisasi pusat-pusat peng-
obatan masyarakat atau Puskes-
mas. Trilogi pembangunan dae-
rah Kalbar ini memiliki manfaat
besar dan sangat relevan dengan
kondisi daerah, terutama di dae-
rah pedalaman dan perbatasan.

Kesulitan rakyat selama ini
berkaitan dengan keinginan
menjual hasil produksi pertanian
dan perkebunan ke pasar-pasar
terdekat yang belum terpenuhi.
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Hasil pertanian, perikanan, per-
kebunan di daerah hulu harus
dipasarkan ke Pontianak atau
Singkawang sebagai pasar yang
besar, tetapi untuk mengangkut
dan membawa barang dagangan
tersebut memerlukan waktu ber-
hari-hari apabila melewati su-
ngai dengan perahu motor yang
disebut bandung-bandung. Bila
melalui jalan darat, di samping
ongkos yang mahal, juga masih
langka kendaraan darat yang
mampu masuk ke kampung-
kampung. Walaupun kini sudah
ada beberapa jalan masuk yang
dibuat oleh pemerintah yang ber-
sumber dari anggaran penda-
patan dan belanja daerah
(APBD) kabupaten, tetapi tetap
belum memadai. Jadi, bila penye-
baran pembangunan infra struk-
tur itu semakin banyak dan men-
dekati komunitas produksi di
daerah, maka rakyat akan se-
makin bersemangat untuk ber-
tani, berladang, mengembang-
kan hasil hutan serta lebih men-
cintai kampung halamannya.
Sekolah dan Puskesmas ada-
lah dua elemen penting bagi pe-
ningkatan kualitas hidup rakyat
di Kalbar. Sekarang ini masih
banyak sekolah yang tidak ter-
urus dengan baik; ada murid
tapi tak ada guru. Bangunan
sekolah dan ruang-ruang kelas-
nya relatif tua dan harus diper-
baiki, tetapi tidak ada dana. Di-
siplin guru banyak yang merosot

karena kesejahteraannya kurang
diperhatikan. Kondisi semacam
ini harus bisa dirombak dan
dibangkitkan kembali, terutama
pembangunan dan penyebaran
sekolah dasar dan lanjutan.
Guru-guru bantu atau sukarela-
wan guru dari lembaga-lembaga
swadaya masyarakat segera
harus diangkat menjadi guru
tetap agar proses belajar meng-
ajar tersebut berjalan baik.
Puskesmas, poliklinik dan ke-
lompok PKK ibu-ibu di tiap-tiap
desa dan kampung harus di-
arahkan, didukung dan dibiayai
oleh pemerintah untuk mendidik
penduduk desa-desa dan perko-
taan ke arah hidup sehat. Peng-
obatan gratis harus direalisasikan
dan didanai oleh APBD. Masya-
rakat pedalaman yang terisolir
oleh keadaan alam dan relatif
banyak yang miskin tidak mung-
kin berharap bisa memperoleh
pengobatan karena ketidak-
mampuannya. Oleh karena itu
Puskesmas tidak boleh pasif dan
menunggu mereka berobat, teta-
pi sebaliknya Puskesmas dan
petugas kesehatan lapangan
harus secara periodik turun ke
bawah dan masuk ke daerah-
daerah terisolir. Mungkin se-
karang sudah dilakukan tetapi
hasilnya belum nyata karena se-
bagian masyarakat miskin belum
banyak menikmati pengobatan
gratis. Mantri-mantri kesehatan
harus ada yang bekerja di luar
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jamnya untuk pergi ke tempat
tinggal penduduk guna mem-
berikan pengobatan. Kegiatan ini
cukup positif dan wajib didu-
kung. Pada bagian lain yang di-
pandang amat penting adalah
pengembangan daya tangkal
non fisik. Arah upaya ini adalah
untuk membangkitkan kesadar-
an bela negara, cinta merah pu-
tih dan cinta tanah air. Saat ini
banyak masyarakat Kalbar yang
berorientasi ke Serawak atau
Kuching (Malaysia) bukan kare-
na motif politik tertentu tetapi
lebih karena alasan ekonomi dan
kemudahan komunikasi. Oleh
sebab itu, untuk menciptakan
daya tangkal psikologis maka
harus dimulai dan digalakkan
sosialisasi berbagai perundang-
undangan yang banyak men-
dukung kepentingan rakyat, ter-
masuk pula yang bersifat filosofis
maupun ketatanegaraan secara
implementatif.

Bagi masyarakat pedalaman
dan perbatasan, perlu dilaksa-
nakan proses internalisasi dan
revitalisasi melalui pengenalan
simbol dan nilai-nilai kebang-
saan yang objektif dan subjektif.
Secara umum pemerintah dae-
rah bersama jajaran TNI dan Pol-
ri dapat senantiasa menegaskan
dan memberikan pemahaman
kepada masyarakat tentang for-
mat negara demokrasi yang se-
suai dengan kondisi objektif
bangsa Indonesia dan rakyat

Kalbar. Hal ini dilakukan untuk
menanamkan keyakinan bahwa
hak hidup, hak azasi, hak melin-
dungi serta dilindungi dan sete-
rusnya menjadi hak azasi masya-
rakat dalam negara demokrasi.

Bila rakyat menyadari akan
hak dan kewajibannya untuk
ikut serta membela kampung
halaman, dalam hal ini daerah
Kalbar pada umumnya, maka
daya tangkal rakyat dan wilayah
ini akan dapat semakin terwu-
jud. Sebaliknya, bila masyarakat
sudah tidak lagi peduli dengan
daerahnya dan tidak merasa per-
lu mempertahankan maka ting-
katkesadaran dan daya tangkal
wilayah akan masuk dalam ka-
tegori membahayakan atau ra-
puh.

Kedua, upaya mengatasi ter-
jadinya konflik horizontal. Kal-
bar merupakan salah satu dae-
rah propinsi di Indonesia yang
relatif rentan terhadap masalah
konflik kesukuan, konflik ke-
agamaan dan konflik karena ke-
senjangan sosial ekonomi. Bebe-
rapa kasus konflik horizontal
yang perlu diungkapkan dan ter-
jadi pada masyarakat Kalbar
adalah sebagai berikutini. Pada
tahun 1967 terjadi peristiwa
“mangkok merah”, yaitu suatu
kasus pengusiran suku Cina dari
pedalaman Kalbar oleh suku
dayak yang dipicu karena ter-
bunuhnya warga dayak oleh et-
nis Cina di daerah Montrado,
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Bengkayang. Kasus ini meram-
bat dengan cepat sekali dari kam-
pung ke kampung lain dan dari
suku dayak yang satu ke yang
lain. Kecepatan berita dibunuh-
nya suku dayak tersebutadalah
akibat solidaritas yang sempit
tanpa meneliti kabar sebenarnya.
Tanda dan simbol solidaritas
yang lazim untuk kecepatan ber-
edarnya mangkok merah itu di-
wujudkan dalam 4 elemen ritu-
al, yakni darah ayam sebagai
simbol perang, bulu burung se-
bagai simbol harus cepat (seperti
terbang), batang korek api (ber-
arti tanda biar malam harus te-
rus dijalankan tak boleh berhen-
ti) dan selembar kayu sirap yang
berarti biar hujan tetap harus

jalan terus sampai semua suku

Dayak tahu dan ikut berperang.

Dari sistem komunikasi dan
simbol itulah kemudian beredar
dari kampung ke kampung, dari
sektor barat hingga ke sektor
timur, yang diikuti dengan ge-
rakan perang mandau, panah
dan tombak, memburu orang-
orang Cina di pedalaman Kalbar.
Ratusan penduduk Cina mati,
terkapar di jalan-jalan, terbakar
di toko-tokonya atau diburu
ditengah hutan sehingga bang-
kai suku Cina itu terserak di ber-
bagai tempat. Keadaan yang pa-
ling parah dan banyak terjadi
pembunuhan adalah di sekitar
daerah Anjungan dan Kec. Man-
dor (+ 60 km dari kota Pontianak

ke utara).

Setelah itu suku Dayak me-
nguasai sawah-sawah Cina
yang sudah akan panen. Mere-
ka (suku Cina) terusir dari dae-
rah ini. Cina yang selamat (wa-
nita dan anak-anak) lari ke dae-
rah pantai dan minta perlin-
dungan kepada aparat keaman-
an di daerah, serta berlindung di
rumah keluarga-keluarga non
suku dayak.

Peristiwa ini begitu mengha-
rukan, dan terlihat masyarakat
pedalaman semakin buas mem-
buru warga Cina sampai ke dae-
rah pantai di pinggiran kota.
Kasus ini memang bertepatan
dengan dimulainya operasi TNI
untuk menumpas anggota
PGRS/Paraku di Kalbar yang
hampir mayoritas anggotanya
adalah dari suku Cina. Semula
mereka adalah sukarelawan RI
untuk ganyang Malaysia tetapi
setelah G 30S/PKI ditumpas TNI
ternyata mereka adalah sukare-
lawan dari kader-kader PKI.

Berikutnya adalah konflik
suku Dayak dengan suku Madu-
ra. Suku Madura datang perta-
ma kali ke pulau Kalimantan
antara tahun 1930 dan 1940,
dan menjadi buruh di perke-
bunan dan pertanian. Kemudi-
an secara besar-besaran datang
kelompok suku Madura pada
1970an. Mereka mulai mengua-
sailapangan kerja kasar, seperti
tukang becak, tukang perahu,
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pemecah batu, kuli, sopir dan
pedagang keliling di kampung-
kampung, termasuk pedagang
kaki lima di pasar-pasar.

Suku Madura yang masuk ke
pedalaman Kalbar umumnya
bertani, ikut bekerja di perke-
bunan dan berdagang dengan
suku-suku lain seperti Dayak,
Melayu dan Cina. Ada satu bu-
daya Madura yang membuat
suku lain di Kalbar merasa tidak
nyaman, yaitu kebiasaan mem-
bawa senjata tajam, suka mem-
bunuh, mencuri, merampok dan
mengeroyok. Suku Dayak yang
bertani sering tidak bisa tenang
bila mana sawah mereka menje-
lang masa panen, karena jika
sempat lengah memanen maka
akan dicuri oleh suku Madura.
Perasaan benci dan tidak aman
bermukim berdekatan dengan
suku Madura dirasakan hampir
di semua daerah yang dihuni
oleh suku Dayak dan Melayu.

Perkampungan suku Madura
hampir tidak pernah menyatu
dengan kampung-kampung
suku lain. Mereka cenderung
memisahkan diri, mengelompok
sesama orang Madura dan cen-
derung ada yang kurang akur
dengan penduduk setempat. Be-
berapa catatan benih-benih ke-
bencian suku Dayak terhadap
suku Madura yang terjadi pada
tahun 1968 sampai dengan 1993
bermula dari soal-soal sepele se-
perti cemburu, soal utang-pi-

utang, soal tanah dan kriminali-
tas lainnya yang memicu suku
lain (Dayak, Melayu, Bugis) ber-
aksi membalas lebih kejam, se-
hingga terjadi saling membunuh
dan saling mengusir dari pe-
mukimannya (http/ / www.hrw
/Reports/1997 /wkali/ Borneo-
97d-02htm).

Bagi suku Dayak, kedatangan
suku Madura membuat mereka
tidak nyaman, selalu terganggu
dan selalu timbul kecurigaan dan
saling mengancam. Berkali-kali
pemimpin suku Dayak (Pangli-
ma Suku) melontarkan tantang-
an “bila satu orang Dayak mati
terbunuh oleh orang Madura,
maka kami siap menyerang suku
Madura”. Ancaman dan ultima-
tum seperti itu masih sering ter-
jadi hingga saat ini.

Pada tahun 1996 terjadi lagi
peristiwa tragis suku Dayak me-
nyerang dan memburu suku Ma-
dura dari pedalaman Kalbar.
Hampir semua suku Dayak ber-
satu mengusir suku Madura dari
kampung-kampung di peda-
laman agar keluar dari Kalbar.
Kasus ini muncul karena ketidak
puasan suku Dayak terhadap
sepak terjang dan perilaku suku
Madura yang seringkali menim-
bulkan perdebatan, perselisihan
dan pertengkaran.

Penyebab klasik yang sering
kali muncul adalah soal hak atas
tanah, perebutan ladang, hutang
piutang dan persoalan kecil lain-
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nya. Korban pengungsi suku
Madura ditampung di asrama
tentara, masjid-masjid dan kom-
pleks perumahan yang aman di
kota Singkawang, Menpawah,
Anjungan dan Pontianak. Usa-
ha tersebut sebenarnya hanya
untuk menghindari pertumpah-
an darah yang tak terkendali.

Suku Madura yang menjadi
korban lebih kurang 300 orang
yang dibantai di berbagai tempat
dan bau bangkai tercium di ma-
na-mana. Beberapa contoh ka-
sus di atas menunjukkan bahwa
perselisihan antar suku (etnis)
lebih rentan dan mudah dipicu
yang kemudian menjadi konflik
horizontal yang meluas dan ber-
akibat fatal. Seperti juga yang
diingatkan oleh Robert Lowry
(1996) bahwa penduduk Indo-
nesia yang lebih dari 230 juta
jiwa dengan kekuatan TNI ha-
nya sekitar 0,25% dari total pen-
duduk itu akan sulit untuk da-
patdi kembalikan.

Oleh sebab itu, dalam rangka
pemberdayaan wilayah perta-
hanan dan menciptakan kese-
jahteraan maka Pemda Kalbar
telah mengambil kebijakan stra-
tegis dengan motto “harmonis
dalam etnis”. Dalam upaya pem-
berdayaan wilayah ini, agenda
yang akan ditempuh oleh peme-
rintah daerah adalah peningka-
tan rasa saling percaya dan har-
monisasi hubungan antar etnis
melalui berbagai jalur interaksi,

baik yang berkaitan dengan as-
pek ibadah keagamaan, hubung-
an usaha dan ekonomi serta bu-
daya dan olah raga. Pengem-
bangan kebudayaan bertumpu
pada pemeliharaan atau peles-
tarian seni dan budaya daerah.
Program ini diharapkan dapat
memupuk keakraban internal
suku-suku yang ada, dan sebagai
pengembangannya diperkenal-
kan berbagai kesenian dan kebu-
dayaan daerah lain yang dibawa
oleh suku-suku pendatang dan
bisa dinikmati oleh semua pen-
duduk.

Usaha integrasi dan harmo-
nisasi ini harus mendapat du-
kungan dan fasilitas dari Pemda
dan seluruh perangkat sosial
yang ada di daerah-daerah. Satu
hal yang tidak boleh lengah dan
harus tetap dijaga kelestariannya
adalah peningkatan upaya ke-
amanan, ketertiban dan penang-
gulangan berbagai tindak krimi-
nalitas. Terciptanya rasa aman,
terlindungi dan terayomi sangat
didambakan oleh masyarakat.
Langkah ini menjadi prioritas
dan sudah dimulai oleh Pemda,
yaitu peningkatan kemampuan
pertahanan negara, peningkatan
kualitas kehidupan beragama
dan penghapusan berbagai ben-
tuk diskriminasi. Pemerintah
daerah juga mulai memperbaiki
pelayanan administrasi kepen-
dudukan, administrasi usaha ser-
ta penegakan dan penghormat-
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an terhadap hak asasi, hak hu-
kum dan hak hidup semua suku
bangsa, ras dan golongan. Kebi-
jakan tersebut sudah diterapkan
dan berkembang cukup baik ter-
utama pada dekade terakhir. Be-
berapa indikator kemajuan yang
telah dapat dicapai dievaluasi
terus menerus. Masalah penja-
gaan ketertiban dan pemberan-
tasan kriminalitas masih belum
mampu menunjukkan hasil yang
signifikan, karena akhir-akhir ini
justru para pejabat dan penegak
hukum sendiri ada yang terlibat
dalam illegal logging dan per-
buatan tercela lainnya.

Ketiga, adalah upaya Penga-
manan Perbatasan (Pamtas).
Lemahnya penjagaan perbatasan
kini amat terasakan bukan saja
oleh para prajurit TNI yang ber-
tugas di sana tetapi juga oleh se-
mua instansi terkait yang harus
melaksanakan penertiban dan
pemeriksaan pada pos-pos lintas
batas. Pada bab terdahulu telah
diuraikan tentang kondisi per-
batasan terutama pos lintas ba-
tas (PLB) dan patok-patok batas
yang sudah rusak atau bergeser
tempatnya. Dalam konteks upa-
ya pemberdayaan wilayah per-
tahanan ini ada beberapa kebi-
jakan yang telah dan sedang
dikembangkan oleh pemerintah
pusat maupun Pemda Kalbar,
antara lain dengan pertama,
melaksanakan pembangunan
kawasan perbatasan melalui

pengembangan pembangunan
Border Development Center (BDC)
di daerah Entikong, Kab. Sang-
gau dan di Nanga Badau serta
Kab. Kapuas hulu. Di samping
itu pusat penanganan masalah
Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
yang akan bekerja di Serawak,
Kucing dan lain-lain perlu di-
lakukan dengan baik. Pusat pe-
layanan TKI di Entikong ini se-
makin padat kegiatannya.

Bersamaan dengan upaya
tersebut, dilaksanakan pula ke-
bijakan integrasi regional wi-
layah Kalimantan, yaitu terkait
dengan rencana tata ruang wi-
layah Kalimantan berdasarkan
Surat Keputusan Presiden. Kon-
sepsi penjagaan dan pemba-
ngunan wilayah perbatasan se-
cara makro konsepsi dilakukan
merintis 6 Simpul Wilayah Pem-
bangunan (SWP) yakni di Tema-
juk - Kab. Sambas, di Aruk - Kab.
Sambas, di Jagoi Babang - Kab.
Bengkayang, di Entikong - Kab.
Sanggau, di Kec. Jasa - Kab. Sin-
tang dan Kec. Nanga Badau -
Kab. Kapuas hulu. Secara rinci
dapat diperiksa pada gambar
berikut.
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Sumlf : Bappeda Prop; Kalbar.

Gambar 5.1 : Spesialisasi kegiatan pada BDC Kalbar

Pembangunan SWP mulai
dari Temajuk dan seterusnya
sampai dengan Nanga Badau
tidak lain adalah bertujuan un-
tuk menstimulasi tumbuhnya
simpul-simpul ekonomi rakyat.
Sesuai potensi daerah yang ber-
sangkutan diteliti, dieksplorasi

dan ditumbuh kembangkan oleh

pemerintah bersama TNI / Polri
guna memajukan daerah per-
batasan. BDC Kalbar akan be-
kerja terus dan memantau per-
kembangannya. Selama ini, in-
frastruktur dan kemauan kerja
keras penduduk masih menjadi
kendala; stimulasi pemerintah
seringkali berhenti sendiri dan
tidak menuai kemajuan.

Upaya pemberdayaan wila-
yah bukan saja membangun
daerah pantai dan perkotaan,
tetapi juga daerah perbatasan.
Pembangunan infrastruktur,
jalan-jalan kelas 3 antar keca-
matan dan kampung serta ener-
gi listrik dan sarana komunikasi
harus menjadi prioritas utama.
Bila keadaan tersebut dapat
dibangun oleh pemerintah seta-
hap demi setahap dan dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat,
maka rakyat akan berpartisipasi
dan memperkuat dukungannya
kepada pemerintah.

Korem 121/ ABW dalam hal
ini selaku penanggung jawab
penjagaan dan pengamanan
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daerah perbatasan, akan terus
meningkatkan kemampuannya.
Keberhasilan tugas Pamtas ini
juga tidak mungkin hanya di-
lakukan oleh TNI/Polri dan apa-
rat birokrasi lain, tetapi peranan
panglima suku, tokoh adat dan
pemuka agama di daerah per-
batasan dan pedalaman sangat
penting dan berpengaruh kuat;
karena itu pula, pembinaan po-
tensi sumber daya manusia ini
sangat diperhatikan oleh Korem.

Optimalisasi Pembangunan
Kekuatan Pertahanan
Sasaran yang ingin dicapai
dalam rangka pembangunan
kekuatan pertahanan adalah
tersedianya kekuatan TNI/Polri
di daerah yang cukup seta diban-
tu oleh komponen cadangan dan
komponen pendukung yang siap,
untuk menghadapi berbagai ben-
tuk ancaman di masa menda-
tang. Pembangunan kekuatan
TNI dan Polri sudah terencana,
terorganisasi dan terlaksana de-
ngan baik, walaupun mungkin
masih perlu penyempurnaan
dan peningkatan kinerjanya.
Kekuatan cadangan yang terdiri
dari rakyat terlatih dan sumber
daya pendukung lainnya diarah-
kan serta dikelola dan dikem-
bangkan untuk dapat dijadikan
kekuatan siap. Walaupun pada
masa damai, tenaga yang terma-
suk pada komponen cadangan
tersebut berada pada bidang tu-
gas dan profesi masing-masing,

tetapi harus tetap berdisiplin dan
siap dipanggil setiap saat ber-
dasarkan undang-undang.

Sambil menunggu lahirnya
undang-undang tentang kom-
ponen cadangan dan komponen
pendukung, undang-undang
mobilisasi dan demobilisasi serta
undang-undang wajib militer,
maka selayaknya tiap-tiap dae-
rah sudah merintis dan menyiap-
kan sistem maupun kerangka
mekanisme dalam rangka mem-
bina masyarakat untuk siap me-
lakukan upaya-upaya bela nega-
ra dalam berbagai bentuk dan
kegiatan. Pendidikan kesadaran
bela negara dan implementasi-
nya pada masa damai dalam
fungsi dan tugas sehari-hari per-
lu mendapat arahan dari peme-
rintah dengan sebaik-baiknya.
Lembaga swadaya masyarakat,
para relawan dan organisasi-or-
ganisasi non pemerintah lain
hendaknya dapat dilibatkan da-
lam membentuk sikap dan pe-
rilaku yang bermuara pada ke-
cintaan terhadap tanah air dan
rela berkorban demi bangsa dan
negaranya.

Sesuai dengan amanat un-
dang-undang nomor 34 tahun
2004 tentang TNI, maka pem-
bangunan kekuatan TNI diarah-
kan untuk mencapai sasaran dan
menghasilkan prajurit serta insti-
tusi TNI di daerah yang dapat
melaksanakan tugas menegak-
kan kedaulatan negara, mem-
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pertahankan keutuhan wilayah
dan melindungi keselamatan
bangsa. Demi keberhasilan tugas
tersebut, maka TNI diberi kewe-
nangan untuk menjalankan ope-
rasi militer untuk perang (OMP)
menghadapi musuh nyata ten-
tara asing dan juga diberi tang-
gung jawab untuk melakukan
operasi militer selain perang
(OMSP). Di masa damai, OMSP
sangatluas cakupannya, meliputi
operasi menumpas separatisme
dan pemberontak, mengatasi aksi
terorisme, mengamankan wila-
yah perbatasan dan objek-objek
vital nasional, membantu tugas-
tugas pemerintah daerah, mem-
bantu menanggulangi bencana
alam dan lain-lain.

Dalam proses pembangunan
kekuatan TNI berdasarkan un-
dang-undang No. 34 tahun 2004
tersebut, secara umum peneri-
maan, pendidikan, pengorga-
nisasian dan penugasan sampai
dengan pemberhentian sudah
cukup jelas diatur sistem mau-
pun mekanismenya. Oleh sebab
itu pembangunan kekuatan Ko-
rem yang ditekankan adalah
memelihara TOP/DSPP yang
ada dan selalu melakukan eva-
luasi, baik kekuatan, kemam-
puan maupun disposisi gelarnya.

Polri dibangun dan dikem-
bangkan pada tugasnya berda-
sarkan amanat undang-undang
Nomor 2 tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik In-
donesia. Kekuatan Polda Kali-

mantan Barat telah digelar sesuai
dengan struktur pemerintahan
daerah, mulai dari tingkat Polda,
Polwil, Polres, Polsek sampai
dengan Babinmas di desa-desa.
Rekrutmen Polri untuk pangkat
tamtama dan bintara bisa dilaku-
kan di daerah masing-masing,
termasuk Kalbar; sedangkan un-
tuk pangkat perwira harus di-
didik secara terpusat, baik mela-
lui Akademi Kepolisian maupun
Sekolah Calon Perwira dan
Sekolah Perwira Prajurit Karier
(Sepapeka) Polri. ,
Tugas kepolisian yang utama
ada 3 hal, yakni pengayoman,
pelayanan kepada masyarakat
dan penegakan hukum. Dalam
hal ini, tampak Polisi tidak me-
miliki tugas-tugas seperti TNI
(mempertahankan kedaulatan
dan lain-lain), tetapi sesuai
amanat UUD RI 1945 nantinya
pada saat negara dalam keadaan
darurat atau perang maka Polri
dimobilisasi ke dalam komponen
utama pertahanan negara.
Kinerja Polda Kalbar secara
umum sudah mampu memberi-
kan pengayoman dan pelayanan
kepada masyarakat tetapi upaya
penegakan hukum dalam mem-
berantas kejahatan dan kriminal-
itas masih terlihat kurang opti-
mal. Oleh sebab itu, pengawasan
dan kritik masyarakat sangat
diperlukan guna meningkatkan
kinerja dan pengabdiannya bagi
kepentingan masyarakat Kalbar.
Sebagai kekuatan non militer
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pendekatan dasar hukum sistem
dan metoda yang dipakai untuk
membangun kekuatan sipil ten-
tu berbeda dengan metoda di
militer. Rakyat Kalbar harus di-
pilih dan dipilah-pilah menurut
komunitas, profesi, lingkungan
dan adat. Oleh sebab itu, dalam
rangka pemberdayaan wilayah
maupun dalam rangka pemba-
ngunan kekuatan pertahanan
negara maka jangan sampai
rakyat menjadi bingung dan su-
lit untuk berpartisipasi.

Pada masa damai, kehidupan
rakyat tidak boleh terganggu,
karena menyangkut hak hidup
dan hak mencari penghidupan.
Tetapi, sebagai warga negara
yang mempunyai kewajiban ikut
serta dalam upaya pembelaan
negara, maka arahan, ajakan
dan aturan pemerintah harus
jelas.

Pendekatan yang dipakai di
Kalbar dalam rangka membina
dan mengarahkan masyarakat
harus memiliki keseimbangan
antara kepentingan kesejahte-
raan dan kepentingan pembe-
laan negara. Secara alamiah ber-
dasarkan geografis dan demo-
grafis, maka pembangunan ke-
kuatan sipil dapat ditempuh me-
lalui pendekatan lapangan kerja
atau profesi. Langkah pertama,
di daerah sungai dikembangkan
komponen kekuatan sungai yang
terdiri dari para pengemudi ka-
pal motor air, bandung-bandung,
tukang sampan, pedagang tera-

pung dan lain-lain yang semua-
nya bisa diberikan hal-hal. Kom-
ponen kekuatan sungai ini
umumnya dari suku Melayu,
Jawa, Madura dan pendatang
lainnya yang biasa hidup dan
mencari nafkah dari keahliannya
di air.

Langkah kedua, di daerah
pantai dikembangkan komunitas
komponen kekuatan pantai yang
terdiri dari nelayan, pedagang
dan masyarakat pantai yang
populasinya cukup besar. Komu-
nitas ini berpotensi sebagai ahli
di bidang laut dan pantai, dan
secara teknis akan dibina oleh
TNI AL untuk menjadi kom-
ponen cadangan kekuatan TNI
AL. Nelayan perlu diberi ke-
mudahan tentang perizinan usa-
ha perikanan, pembuatan pera-
hu dan lain-lain, serta diberikan
bantuan dana untuk modal me-
nangkap ikan, sehingga merasa
menjadi bagian dari proses pem-
berdayaan masyarakat.

Langkah ketiga, di daerah
daratan dan pedalaman perlu
dikembangkan komponen ke-
kuatan darat dengan sumber
potensi dari penduduk suku Da-
yak yang bermukim di peda-
laman dan daerah perbatasan.
Sampai dengan tahun 2007 pen-
duduk asal suku Dayak berjum-
lah + 35 % dari total seluruh pen-
duduk Kalbar. Hal ini sangat
potensial untuk dikembangkan
menjadi komponen kekuatan
darat.
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Pembangunan komponen ke-
kuatan darat ini menggunakan
metoda pendekatan adat istia-
dat, terutama soal kewenangan
panglima suku, peralatan perang
yang bisa diizinkan dan kese-
jahteraannya. Suku Dayak me-
nguasai daerah dan memiliki
mobilitas tinggi di tengah hutan
belantara, serta ketahanan fisik
yang lebih kuat bila dibanding-
kan dengan masyarakat perko-
taan, karena terlatih di daerah-
daerah yang keras tantangan
alamnya. Bila kekuatan daratan
ini bisa dibina, dipelihara kese-
jahteraan dan lapangan kerja
pertaniannya serta diperhatikan
bantuan-bantuannya, maka di
atas pundak suku-suku inilah
daratan Kalbar akan dipertahan-
kan dari ancaman lawan.

Langkah keempat, komunitas
profesi di daerah pantai dan
perkotaan., yang terdiri dari para
pegawai birokrasi, perusahaan-
perusahaan, pabrik-pabrik, dan
karyawan-karyawan swasta
lainnya: perlu di kembangkan.
Komunitas ini pada umumnya
adalah tenaga terdidik, terlatih,
memiliki keahlian, ketrampilan
dan pada level tertentu juga me-
miliki wawasan yang cukup.
Oleh karena itu metoda pende-
katan yang digunakan sebaiknya
adalah pemilahan kelompok-ke-
lompok keahlian dan ketram-
pilan secara spesifik, tidak me-
rendahkan martabat, dan justru
mengangkat keahlian dalam

bidangnya untuk memberikan
sumbangsih demi kepentingan
pertahanan dan keamanan dae-
rah. Pembinaan komunitas terse-
but cenderung lebih mudah kare-
na memiliki pimpinan, disiplin
dan kerjasama diantara institu-
si.

Langkah kelima, pembinaan
pada area dan komunitas pe-
mukiman. Daerah Kalbar amat
luas, banyak pemukiman pen-
duduk yang tersebar di seluruh
pelosok, baik penduduk aslimau- -
pun pendatang, misalnya kom-
plek transmigran dari luar pulau
Kalimantan.

Pembangunan komponen pa-
da komunitas pemukiman harus
dimulai dari pendekatan kese-
jahteraan keluarga, baik secara
ekonomis maupun sosial. Inter-
aksi antar penghuni sudah cu-
kup baik, tetapi pemahaman ten-

“tang kewajiban ikut serta bela

negara tentu kurang dipahami,
sehingga pemerintah bersama
TNI harus kerja keras untuk so-
sialisasi dan internalisasi.
Langkah keenam, Pembinaan
umberdaya alam (SDA), sumber
daya buatan (SDB), sarana dan
prasarana (Sarpras). Pemba-
ngunan komponen SDA, SDB
dan Sarpras pada dasarnya
mengikuti kebijakan pemba-
ngunan pemerintah daerah. Eks-
plorasi dan eksploitasi SDA
harus bisa diarahkan untuk sebe-
sar-besar kemakmuran rakyat,
membuka lapangan kerja, mem-
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beri nilai lebih bagi daerah-dae-
rah pemilik kekayaan alam terse-
but serta dapat memberi kontri-
busi bagi kepentingan pertahan-
an. Pembangunan sarana dan
prasarana daerah untuk kepen-
tingan kesejahteraan harus da-
pat memberi efek psikologis ke-
pada masyarakat, antara lain ke-
banggaan dan kesediaan mem-
pertahankan bila ada pihak-pi-
hak yang akan mengganggu atau
merusaknya. Kebanggaan itu
pula yang bisa berkembang men-
jadi daya tangkal rakyat, dan hal
ini harus terus diakselerasi.
Langkah ketujuh, pengorga-
nisasian komponen kekuatan
yang terintegrasi. Semua kom-

PANG TERTINGGI
PANG TNI

l
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ponen kekuatan di daerah tidak
akan berarti manakala tidak ada
organisasi yang menjadi wadah
dan tempat pengabdiannya. Or-
ganisasi yang solid yang dapat
memadukan semua komunitas
sipil dengan berbagai ragam ke-
pentingan adalah persyaratan
yang harus dicari solusinya. Or-
ganisasi militer dan kepolisian
sudah tertata rapi, begitu pula
pemerintah daerah dengan selu-
ruh jajarannya sudah terorgani-
sir dengan baik dan berjenjang.
Berikut sebuah gambar visualisa-
siorganisasi yang bisa disiapkan.
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: garis komandom, - --: garis koordinasi,
: pengganda kekuatan

Gambar 5.2
Sistem Pertahanan Semesta dengan struktur terintegratif di daerah.
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Sebagai penjelasan singkat
dari gambar tersebut, diasumsi-
kan bahwa dalam upaya me-
nangkal lawan atau agresi mu-
suh (asing) yang sempat menda-
rat dan menduduki wilayah da-
ratan di suatu daerah, maka
panglima komando wilayah per-
tahanan atau sekurangnya
panglima daerah akan meng-
koordinir seluruh kekuatan TNI,
Polri dan unsur-unsur pemerin-
tahan sipil (Pemda) untuk me-
nyatukan kekuatan untuk mela-
wan dan mengusir penjajah
(agresor).

Untuk wilayah Kalbar, pim-
pinan Korem 121/ ABW/Polda
Kalbar dan Pemprov Kalbar ha-
rus dapat mensinergikan seluruh
kekuatan eselon di bawah ko-
mando masing-masing. Dalam
keadaan darurat/perang maka
komandan Korem akan diberi
kewenangan mengambil alih se-
luruh komando unsur-unsur
yang terlibat untuk dapat meng-
koordinir dan menyatukan ke-
kuatan pertahanan di daerah
Kalbar.

Optimalisasi model struktur

- komando tersebut harus ditata,
dilatih dan diuji untuk menda-
patkan daya gempur dan daya
tangkal yang lebih handal. Saat
ini memang masih belum tampak
jalinan kerjasama antara unsur-
unsur pertahanan, baik TNI/Pol-
ri maupun Pemda, karena un-
dang-undang tentang hubungan

tugas dan model pengerahan
komponen cadangan dan pen-
dukung masih dalam proses
pembahasan.

Optimalisasi kesiapan opera-
sional Korem 121/ ABW

Sasaran yang ingin dicapai
dalam rangka optimalisasi ke-
siapan operasional Korem 121/
ABW adalah terciptanya kesiap
siagaan pusat pengendalian ope-
rasi (Puskodalops) di tingkat Ma-
korem yang dapatOon line dengan
Puskodalops Kodam, dengan di-
tunjang oleh kesiapan operasio-
nal satuan-satuan organik Ko-
rem dan satuan-satuan lain yang
diperbantukan kepada Korem
121/ ABW. Walaupun Puskoda-
lops bekerja baik dan selalu siap
mengendalikan satuan opera-
sional, tetapi bila satuan-satuan
lapangannya tidak siap dan ku-
rang disiplin maka dapat dikate-
gorikan bahwa Korem tersebut
tidak siap operasi. Begitu pula
sebaliknya, manakala satuan-
satuan lapangan telah tergelar
dengan dislokasi yang baik dan
berdisiplin tinggi, sedangkan
Puskodalopsnya tidak diawaki
oleh personil yang cakap dan
trampil, maka pasukan di daerah
operasi akan menghadapi ken-
dala dan dapat menyebabkan
kehancuran pada pasukan sendi-
ri.

Satuan-satuan organik Korem
121/ ABW sebagai penjaga dan
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pengawal tetap daerah Kalbar,
termasuk daerah pembatasan,
akan dituntut kesiapannya setiap
saat. Pasukan pendatang boleh
berganti-ganti, tetapi pasukan
Korem 121/ ABW tidak akan me-
ninggalkan tempat, kecuali ada
perintah atau permintaan muta-
si dari pimpinan yang lebih ting-
gi. Oleh karena itu, penataan or-
ganisasi, pemenuhan personil,
peningkatan frekuensi latihan
dan juga kesejahteraan prajurit
harus mendapat perhatian khu-
sus dan mendapat prioritas pem-
bangunan.

Langkah pertama, perlu di-
lakukan validasi satuan-satuan
organik. Hal tersebutsangat men-
dasar dan diperlukan untuk
pembinaan satuan ke depan. Se-
telah upaya evaluasi terus-me-
nerus pada kuantitas dan kuali-
tas kesiapan satuan, maka harus
dapat ditentukan tindakan-tin-
dakan nyata berupa validasi or-
ganisasi, rasionalisasi personil
dan verifikasi peralatan serta
Alutsista. Tiga hal ini sangat
penting untuk dapat memutus-
kan mana organisasi yang perlu
dirampingkan dan diefektifkan
serta dimantapkan. Rasionalisa-
si pada hakikatmya ingin menem-
patkan perseonil pada jabatan
yang tepat. Rasionalisasi juga
memberlakukan sistem meri-
tokrasi dalam kaitannya dengan
pembinaan karier bagi semua
personil perwira, bintara dan

tamtama.

Alutsista yang sudah tidak
layak pakai dan nilai akurasinya
diragukan, harus ditarik dan di-
kembalikan ke satuan atas; tidak
layak mempersenjatai prajurit
dengan senjata-senjata yang su-
lit mencapai ketepatan tembak-
an, apalagi bila waktu latihan
menembak dan jumlah peluru
yang diberikan sangat sedikit.
Prajurit profesional harus ber-
latih menembak sekurangnya
150 butir peluru pada setiap wak-
tu latihan. Apabila jatah peluru
kurang dari norma standar terse-
but maka jangan mengharapkan
prajurit TNI bisa mahir dan ca-
kap menembak di medan per-
tempuran. Kesiapan perorangan
dan kelengkapan peralatan tem-
pur bagi prajurit Korem 121/
ABW juga harus dipenubhi, kare-
na moril prajurit akan tinggi dan
penuh percaya diri apabila sen-
jata dan peralatan pelengkap
lainnya siap untuk tugas opera-
sional.

Langkah kedua, perlu pening-
katan kemampuan prajurit. Pe-
ningkatan kemampuan harus
ditempuh melalui program la-
tihan tiap tahun yang terencana,
terarah dan berlanjut. Program
latihan standarisasi (Proglatsi),
mulai dari tingkat perorangan,
tingkat satuan sampai dengan
antara satuan dan antar ang-
katan, perlu, dilaksanakan mela-
lui program terpadu dan jelas
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sasarannya. Pada dasarnya, un-
tuk kesiapan operasional satuan,
dari Proglatsi tersebut harus di-
arahkan untuk dapat membeka-
li prajurit dengan minimal 4 ke-
mampuan, yakni kemampuan
intelijen, tempur, pembinaan te-
ritorial dan dukungan.
Kemampuan intelijen meru-
pakan kemampuan dasar dan
khusus bagi setiap prajurit. Setiap
prajurit sekurang-kurangnya
harus dapat menjadi pengumpul
keterangan, menjadi mata dan
telinga pada sektor terdepan ser-
ta mampu melakukan deteksi
dini dan cegah dini.
Kemampuan yang perlu di-
tingkatkan dalam lingkup bidang
intelijen ini adalah kemampuan
melakukan penyelidikan, penga-
manan dan penggalangan di
daerah sasaran. Satuan prajurit
intelijen harus dapat melakukan
penyamaran dan pengelabuan
identitas dalam tugas-tugas pe-
nyelidikan tentang keberadaan
lawan, maupun rencana-renca-
na lawan. Dalam kegiatan peng-
amanan baik terhadap diri, pim-
pinan satuan dan rencana-ren-
cana operasi, prajurit harus me-
megang teguh rahasia militer.
Usaha penggalangan masa dan
propaganda kepada lawan atau
simpatisan musuh harus dilaku-
kan secara hati-hati, karena tidak
mustahil bisa memukul dan mem-
bahayakan pasukan sendiri.
Dalam membekali dan me-

ningkatkan kemampuan tempur
prajurit, yang paling penting di
sini adalah melatih kesiapan fisik
dan ketrampilan menggunakan
seluruh peralatan tempur yang
menjadi tanggung jawabnya.
Korps infanteri harus menguasai
senjata perorangan dan memiliki
kepandaian bertempur jarak de-
kat. Prajuritkavaleri, di samping
ketrampilan menggunakan sen-
jata perorangan laras panjang
dan pendek, juga dituntutharus
mahir menembakkan meriam
tank serta taktik dan manuver- .
nya. Bila ukuran keberhasilan
prajurit artileri adalah keberha-
silan dalam pelatihan menembak
jarak jauh dengan meriam dan
perkenaan pada sasaran. Medan
Kalimantan Barat relatif tertutup
oleh hutan lebat dan sedikitjalan
pendekat yang bisa digunakan
oleh pasukan meriam. Oleh se-
bab itu, meriam kaliber kecil dan
sedang antara 40 - 60 mm relatif
masih efektif digunakan untuk
membantu tembakan bagi opera-
si penyerangan yang dilakukan
oleh batalyon-batalyon infanteri.

Satuan Artileri medan yang
dimiliki Korem baru satu batal-
yon, sehingga membutuhkan
kekuatan yang lebih besar. Satu-
an artileri pertahanan udarajuga
sangat diperlukan, hanya saja
sampai saatini belum diisi. Satu-
an ini berperan untuk menangkis
serangan udara lawan, dengan
berusaha menembak jatuh atau
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menggagalkan pemboman dan
strafing yang dilakukan oleh pe-
sawat-pesawat udara lawan
yang ingin menghancurkan dae-
rah atau objek-objek vital dan
pasukan.

Pada dasarnya, peningkatan
kemampuan tempur Korem
121/ ABW beserta seluruh jajar-
an satuan tempur dan satuan
bantuan tempurnya harus dapat
diintegrasikan dan disinergikan.
Dalam hal mempertahankan
wilayah Kalbar, pelibatan rakyat
tidak bisa diabaikan begitu saja.

Korem memiliki satuan-satu-
an bantuan administrasi (Satban-
min) yang berfungsi memberikan
dukungan terhadap segala kebu-
tuhan operasi. Kebutuhan logis-
tik perang dan administrasi, yang
meliputi bahan-bahan pangan,
amunisi, kesehatan, perleng-
kapan lapangan dan lain-lain,
harus tersedia dan disiapkan
untuk mendukung keperluan
perang. Kemampuan dukungan
ini harus disiapkan dan dilatih-
kan. Sekalipun kemampuan da-
sar untuk mendukung logistik
sudah diberikan tatkala prajurit
tersebut dididik dilembaga pen-
didikan, adjustmentnya di la-
pangan harus disesuaikan de-
ngan keadaan medan, cuaca dan
kemampuan musuh, yang bisa
mengganggu dan menghadang
setiap saat.

Dukungan operasi di daerah
pedalaman dan perbatasan Kal-

bar memiliki metoda taktik dan
teknik tersendiri; sebagai contoh,
untuk memindahkan atau men-
dorong logistik dari daerah bela-
kang ke depan maka tidak mung-
kin menggunakan alat angkut
reguler dan konvensional, tetapi
harus menggunakan tenaga ma-
nusia, yang disebut patok dari
kampung ke kampung. Beras,
lauk pauk, amunisi, peluru,
granat, bahan peledak dan alat-
alat tenda tidak mungkin di-
angkat dengan menggunakan
mobil truk dan kereta kuda, kare-
na medan yang dilalui cukup
berat dan belum ada jalan-jalan
pendekatsecara memadai.

Disinilah fakta membuktikan
bahwa TNI dalam melaksanakan
tugas operasi tidak mungkin ber-
jalan sendiri dan tanpa bantuan
rakyat. Masyarakat pedalaman
Kalbar, sejak Dwikora 1963 hing-
ga operasi penumpasan PGRS/
Paraku 1970, sudah banyak seka-
i memberikan andilnya bagi ke-
pentingan tugas TNI/ ABRI dan
kepada negara. Tugas membela
negara yang berupa kebersa-
maan ini adalah salah satu ciri
khas Sishanta.

Sebagai sebuah komando teri-
torial, maka kemampuan mem-
bina teritorial harus bisa lebih
profesional. Fungsi pembinaan
teritorial yang profesional adalah
tidak mencampuri urusan prog-
ram pembangunan daerah se-
cara substansial dan tidak mema-
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sukkan unsur-unsur kepentingan
politik praktis, politik aliran, par-
tai dan lain-lain ke dalam kegiat-
an TNL
Dalam undang-undang No-
mor 34 tahun 2004 tentang TNI,
terdapat tugas-tugas operasi mi-
liter selain perang. Tugas ini men-
jadi perhatian dan sekaligus men-
dorong upaya untuk mencari
metode pembinaan teritorial
yang tepat. Klausul pada psl 7
undang-undang tersebut menye-
butkan bahwa TNI harus dapat
melaksanakan usaha-usaha
“memberdayakan wilayah per-
tahanan dan kekuatan pendu-
kungnya secara dini sesuai de-
ngan sistem pertahanan semes-
ta”, serta harus mampu “mem-
bantu tugas-tugas pemerintahan
di daerah”. Dua ayat tersebut
sudah menggambarkan adanya
tugas bahwa TNI harus mampu
melakukan pemberdayaan wila-
yah dan membantu terselengga-
ranya pembangunan daerah
yang dilaksanakan oleh peme-
rintah daerah. Tujuan pembi-
naan teritorial tidak lain adalah
menciptakan ruang, alat dan
- kondisi juang untuk dapat dida-
yagunakan pada saatnya nanti
serta membantu dan memperlan-
car tugas-tugas TNI dalam sistem
pertahanan semesta ketika nega-
ra dalam keadaan darurat atau
perang.
Fungsi pembinaan teritorial
inilah yang sering mendapatso-
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rotan tajam dari beberapa ka-
langan, bahkan ada kekhawa-
tiran disalah gunakan oleh TNI
untuk kepentingan kekuasaan
seperti zaman orde baru. TNI
akan menanggung resiko yang
besar, terutama pada citranya,
apabila berani masuk pada para-
digma tersebut.

Pembinaan teritorial bukanlah
tugas yang khayal atau sengaja
diada-adakan dengan rekayasa
tertentu, tetapi memang menja-
di keyakinan dan harus dilaksa-
nakan pada masa damai, seba-
gaimana diamanatkan dalam
undang-undang, guna menun-
jang kepentingan negara di da-
lam konsepsi sistem pertahanan
dan keamanan rakyat semesta.
Keberatan-keberatan atau kera-
guan masyarakat tidak perlu
dibesar-besarkan dan dikhawa-
tirkan karena objek pembinaan
sudah jelas, yaitu sumber daya
nasional di mana pengelolaan-
nya secara penuh ada pada pe-
merintahan sipil di daerah se-
bagaimana amanat undang-un-
dang tentang otonomi daerah.

Apa yang dilakukan oleh TNI
untuk memberdayakan sumber
daya manusia, sumber daya
alam, buatan, sarana dan prasa-
rana untuk kepentingan perta-
hanan, pada hakikatnya telah di-
laksanakan oleh pemerintah
daerah beserta seluruh jajaran-
nya. Oleh karena itu yang dibu-
tuhkan oleh Pemda dari TNI
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hanyalah informasi, masukan
dan persyaratan-persyaratan
yang terkait dengan kepentingan
pertahanan negara. Untuk itu,
Korem dapat membantu proses
perencanaan pembangunan dae-
rah dan pengawasan pada hasil-
hasil pembangunan, terutama
yang terkait dengan ruang, alat
dan kondisi juang tersebut. Pe-
ranan TNI akan terasa relatif do-
minan dan dibutuhkan di dae-
rah-daerah apabila RUU tentang
komponen cadangan dan kom-
ponen pendukung telah disyah-
kan menjadi undang-undang,
karena di sana ada upaya-upaya
nyata dalam rangka sosialisasi,
internalisasi dan rekrutmen un-
tuk membangun kekuatan ca-
dangan TNIyang bersumber dari
rakyat di mana rekrutmen itu
dilakukan. Kegiatan pembinaan
teritorial tidak akan pernah ber-
henti, karena sifatnya yang terus
berkesinambungan.

Langkah ketiga, perlunya per-
baikan kesejahteraan prajurit.
Semua orang tahu bahwa gaji
prajurit itu rendah dan bahkan
kurang manusiawi. Satu-satu-
nya pegawai negeri atau aparat
negara yang wajib dan bersedia
ditugaskan di mana saja di selu-
ruh Indonesia atau di luar negeri
adalah TNI, serta harus sanggup
mati karena tugas negara terse-
but; kata populernya adalah be-
rani “teken kontrak mati”. Hal ini
yang tidak terjadi dan tidak ma-

suk persyaratan bagi pegawai ne-
geri sipil atau swasta lainnya.
Penekanan terhadap persyaratan
tersebut biasa tidak diketahui dan
diabaikan oleh pejabat dan para
pengambil keputusan; lebih seng-
saranya jiwa prajurit tersebut
tidak diasuransikan. Apabila gu-
gur dalam tugas, maka prajurit
cukup disemayamkan, dima-
kamkan dan didoakan begitu
saja, dan tidak ada lagi imbalan-
imbalan penghargaan ataupun
jaminan kepada anak istri yang
ditinggalkan. Sebagai negara
merdeka dan bangsa yang men-
junjung tinggi hak azasi manu-
sia, seharusnya hal ini menjadi '
perhatian dan kemudian menja-
di kebijakan pemerintah yang
bisa membanggakan dan mem-
berikan harapan bagi kehidupan
keluarga prajurit yang ditinggal-
kan.

Kesejahteraan prajurit TNI
kini menjadi semakin dilematis,
baik yang bersifat materiil mau-
pun non materiil. Kesejahteraan
yang bersifat materiil dari peme-
rintah belum bisa bertambah se-
cara signifikan, terutama peng-
hasilan bulanan yang berupa
gaji, lauk pauk dan tunjangan
lainnya. Paling tinggi penambah-
an pertahunnya hanya berkisar
10 - 20% dari gaji pokok, semen-
tara inflasi dan harga-harga ke-
butuhan sehari-hari terus mem-
bumbung tinggi menjauhi daya
beli. Keadaan ini tidak terlepas
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dari sumbernya, yaitu Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) setiap tahun yang cen-
derung bertahan stagnan. Ang-
garan pertahanan negara yang
hanya berkisar kurang dari 1%
produk domestik bruto (PDB)
untuk menutup semua kebutuh-
an baik, yang bersifat rutin mau-
pun untuk pembangunan ke-
kuatan, tampaknya akan sulit
dan tidak mungkin terpenuhi.
Pada sisi lain, undang-undang
dan tuntutan reformasi TNI meng-
amanatkan bahwa semua bisnis
TNI harus dihapuskan dan di-
serahkan kepada pemerintah.
Hasilnya mungkin pada 2009
ketika semua program peng-
alihan bisnis TNI selesai diveri-
fikasi dan diserahkan kepada pe-
merintah. Sekalipun mungkin
dahulu ada penyimpangan-pe-
nyimpangan dari apa yang di-
operasionalkan oleh badan usa-
ha milik TNI, beberapa kebu-
tuhan materiil TNI yang tidak
mampu didukung oleh APBN te-
lah ditutup oleh dana hasil bis-
nis tersebut untuk kepentingan
satuan-satuan TNI. Kesejahte-
raan materiil secara kolektif un-
tuk prajurit, walaupun tidak be-
sar, seperti tunjangan hari raya,
bantuan sekolah (beasiswa) dan
bantuan kemalangan/musibah,
masih bisa diberikan dari hasil
usaha-usaha tersebut. Apabila
semua bisnis itu dicabut dan dile-
paskan pengelolaannya dari ta-

ngan TNI, maka selayaknya ha-
rus ada kompensasi yang seim-
bang dan lebih dari APBN untuk
menutup kebutuhan tersebut.
Hal inilah yang belum bisa dila-
kukan oleh pemerintah dan men-
jadi sesuatu yang dilematis bagi
TNL

Pemerintah selalu berbicara
bahwa reformasi internal dalam
tubuh TNI harus berjalan dan
berhasil, tetapi tidak memberikan
jalan keluar atau solusi dari ber-
bagai kendala yang dihadapi
TNI. Kesulitan masalah pening-
katan kesejahteraan prajurit ini
dirasakan di seluruh angkatan
dan sampai ke daerah-daerah.
Korem 121/ ABW terus berusaha
menjaga, memelihara disiplin
prajurit serta konsisten pada tu-
gas pokoknya, tidak terpengaruh
oleh tarikan-tarikan politik, bis-
nis swasta dan lain-lain dalam
rangka mempertahankan citra-
nya yang sudah baik.

Usaha peningkatan kesejah-
teraan materiil yang bisa ditem-
puh secara legal dan tidak ber-
tentangan dengan undang-un-
dang adalah pengembangan pe-
ranan koperasi satuan yang di-
sebut Primer Koperasi Angkatan
Darat (Primkopad). Koperasi ini
telah ada dan dikembangkan
oleh satuan-satuan angkatan
darat di seluruh Indonesia sejak
Indonesia merdeka. Peningkatan
usaha Primkopad di tingkat Ko-
rem, Kodim, Batalyon dan lem-
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baga-lembaga TNI AD lainnya
bisa melalui metoda penyuntikan
modal dan tambahan sarana ope-
rasional agar dapat berkembang
dengan pesat. Kebutuhan pokok
sehari-hari yang ada di Primko-
pad dapat ditambah dan diusa-
hakan untuk memenuhi kebu-
tuhan barang-barang primer
atau sekunder bagi keluarga pra-
jurit.

Model cash flow koperasi ini
sebenarnya akan kredibel dan
terjamin aman, karena proses
pembayarannya melalui pemo-
tongan gaji prajurit yang ber-
sangkutan pada tiap bulan. Ber-
kaitan dengan model belanja
atau pinjaman kepada koperasi
tersebut, perlu mewas anggota
yang tidak mampu mengendali-
kan diri dan cenderung boros
yang dapat berakibat terlilit hu-
tang kepada koperasi.

Secara non materiil kesejah-
teraan prajurit ditingkatkan me-
lalui interaksi sosial dan pence-
rahan-pencerahan agama. Inte-
raksi sosial antara sesama praju-
rit para atasan harus harmonis
serta memberikan nuansa kese-
jukan, sehingga prajurit akan
merasa memiliki satuan tersebut,
merasa diayomi dan akan meng-
ayomi satu sama lain. Ceramah-
ceramah agama, tata susila dan
tata krama dilakukan pada wak-
tu luang agar tercipta hubungan
yang saling menghargai dan sa-
ling tolong menolong. Hakikat

prajurit sejahtera adalah praju-
rit yang terpenuhi kebutuhan
hidupnya secara lahir dan batin.
Oleh sebab itu, menjadi kewa-
jiban bagi setiap pimpinan pasu-
kan dan institusi TNI untuk sela-
lu memikirkan dan mencari so-
lusi terbaik dalam usaha me-
ningkatkan kesejahteraan terse-
but.

Saran

Payung hukum yang berupa
undang-undang dan Peraturan
Pemerintah sangat diperlukan.
Payung hukum akan digunakan
untuk upaya pemberdayaan
wilayah dalam rangka kepen-
tingan pertahanan; secara lebih
jauh adalah untuk kepentingan
pembangunan sistem maupun
kekuatan (system and force build-
ing) yang harus dilakukan sejak
dini, terutama dalam masa da-
mai. Oleh sebab itu, disarankan
agar upaya menuntaskan (meng-
golkan) RUU tentang Kamnas,
RUU tentang komponen cadang-
an dan komponen pendukung
serta RUU tentang wajib militer
harus bisa diselesaikan lebih du-
lu. '

Fokus perhatian tentang pem-
banguan dan pengamanan dae-
rah perbatasan antara Kalbar
dan Malaysia (Serawak) sela-
yaknya tidak lagi hanya bersifat
kampanye dan sekedar konsep-
si, tetapi harus menjadi kenya-
taan dan dimulai dibangun seta-
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hap demi setahap. Pembangunan
pos lintas batas (PLB) dan pene-
tapan kembali tapal batas nega-
ra yang kini telah banyak yang
rusak dan bergeser perlu ditan-
gani segera. Demikian pula, pem-
bangunan perekonomian dan
kesejahteraan rakyat perbatasan
perlu mendapatkan prioritas
dan porsi yang seimbang
dikembangkan dengan pemban-
gunan di daerah pantai atau
perkotaan. Enam konsentrasi
atau simpul wilayah pemban-
gunan seperti diuraikan di atas,
harus dititik beratkan pada pem-
bangunan pasar, sekolah dan
Puskesmas yang akan menjadi
simpul wilayah ekonomi (SWE)
dan sosial untuk pengembangan
kesejahteraan, terutama pada
tingkat kecamatan di sepanjang
perbatasan.

Keberadaan Korem 121/ ABW
di Kalbar terbukti masih sangat
diharapkan dan diandalkan oleh
masyarakat Kalbar. Namun demi-
kiari, kinerja Korem masih relatif
rendah terutama terhadap tugas-
tugas pengamanan perbatasan.
Oleh sebab itu, optimalisasi peran
Korem perlu ditingkatkan terus
melalui pembangunan kekuatan,
validasi organisasi serta memper-
baiki citra pengabdian kepada
bangsa dan peningkatan kese-
jahteraan prajuritnya, agar se-
nantiasa mendapat dukungan
dan partisipasi rakyat dalam
rangka mengimplementasikan
sistem pertahanan semesta.
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